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PENGANTAR

Assalamu‘alaikumwr. wh.

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan  mengucapkan syukur Alhamdulillah
kehadiran Allah Swt yang telah memberikan nikmat
dan kesempatan sehingga kami Pengadilan Agama
Muara Labuh dapat menyelesaikan Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Alamat]In. aya Tahun 2020 dengan baik.

MuaraLabuh - Padang . . . . ]
Aro Km.12 Ampalu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Telp (0755) 70017 Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020
Web pa- merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas

muaralabuh.go.id . . . o o .
kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama

Muara Labuh Tahun Anggaran 2020.

Email. pa.muaralabuh@
pta- padang.go.id

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh mengacu pada
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan Menteri
Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuhini merupakan Laporan atas
capaian pelaksanaan kinerja selama Tahun 2020 yang semata-mata kita
tunjukan kepada masyarakat pencari keadilan, bahwa Pengadilan Agama
Muara Labuh mmepunyai komitmen dan tekad yang optimal baik berupa
output maupun outcome dan juga sebagai bentuk dari pengejawantahan
prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Agama

Muara Labuh yang sudah ditetapkan yaitu terwujudnya Pengadilan Agama
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Muara Labuh Yang Agung.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Agama  Muara Labuh dapat
memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat
atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai
pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh

Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak,

Semoga dimasa-masa yang akan datang bisa lebih baik lagi dan

bermanfaat

LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2020 adalah merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban Pengadilan Agama Muara Labuh dalam memberikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

«

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bertujuan untuk melaporkan
Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama tahun 2020 yang dibandingkan
dengan “Rencana Kinerja” (Performance Plan) tahun 2020 yang sepenuhnya
mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Muara Labuh
Tahun 2020-2024.

Pengadilan Agama Muara Labuh menetapkan 5 (lima)sasaran strategis yang
ditunjang dengan anggaran yang dikelola Pengadilan Agama Muara Labuh pada tahun
2020, yaitu:

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5. Mewujudkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja
Pengadilan Agama Muara Labuh selama kurun waktu tahun 2020 telah berusaha
memenuhi/ mencapai 5 (lima) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat
sasaran, indikator sasaran,target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target.
Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari pelaksanaan Job Description
dengan baik dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama
Muara Labuh. Namun bukan berarti Pengadilan Agama Muara Labuh tidak memiliki

permasalahan atau kendala, antara lain: keterbatasan Sumber Daya Manusia baik
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secara kualitas maupun secara kuantitas. Namun Pengadilan Agama Muara Labuh
selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja disemua unit termasuk
Sumber Daya Manusianya sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi secara

keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman
sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24
ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah

diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu
berusaha untuk menjadi Pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang
sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta

dapat melayani dalam satu kesatuan akses secara terpadu.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip
pokok dalam sistem peradilan didunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya
akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan
pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh disusun berdasarkan
sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis
Pengadilan Agama Muara Labuh 2020-2024, yang telah mengacu pada Reviu
Keempat Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 4
April 2017.

LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
ExecutiveSummary (Ikhtisar Eksekutif) iii
Daftar Isi v
BAB IPENDAHULUAN
A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2
B. Struktur Organisasi 5
C. Permasalahan Utama (Stategic Issued) 8
D. Sistematika Penyajian 9
BAB I PERENCANAAN KINERJA
A. Visi dan Misi 12
B. Tujuan dan Sasaran Strategis 14
C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP) 19
D. Administrasi Peradian Secara Elektronik ( E-Court ) 21
E. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Labuh 25
F. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh 28
G. Penetapan Kinerja Tahun 2020. 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaikan Kinerja Organisasi 30
1. Perbandingan Target kinerja dengan Realisasi Tahun 2019 30
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 32
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun terakhir.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka 48
Menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasonal 51
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan 52
Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 53
7. Analisa Program Yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program Yang 53
Gagal Dalam Pencapaian Kinerja
B. Realisasi Anggaran 56
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 56
B. Saran dan Rekomendasi 58
Lampiran :

LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh



BAB 1
PENDAHULUAN

Sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia pasal 24 ayat 2, disebutkan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peraadilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Hal ini kemudian diikuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005
tentang Mahkamah Agung.

Untuk lingkungan peradilan agama, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan :

“Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama”.

Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama akan berpuncak di Mahkamah
Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sementara itu dalam Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
disebutkan bahwa :

“Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur
dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-
masing”.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk organisasi

kepaniteraan dan kesekretariatan di peradilan di atur dengan Peraturan Mahkamah
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Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradian.

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan Pengadilan Agama Muara Labuh

Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan pengadilan tingkat
pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang dan
berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama
Muara Labuh bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Solok
Selatan dan 1 Kecamatan di Kabupaten Solok, Pengadilan Agama Muara
Labuh beralamat di Jln. Raya Muara Labuh - Padang Aro KM 12 Ampalu
Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan Website : www.pa-
muaralabuh@go.id, E-Mail : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id.

. Letak Geografis Pengadilan Agama Muara Labuh

Pengadilan Agama Muara Labuh berlokasi di wilayah Kabupaten Solok
Selatan Provinsi Sumatera Barat yang secara geografis berada
01°00'59” - 01°46'45” Lintang Selatan dan 101°53'24” - 101°41'41”
Bujur Timur dengan luas wilayah 3.346,20 Km persegi, di bagian Selatan

Provinsi Sumatera Barat.



http://www.pa-lubuksikaping.go.id,/
http://www.pa-lubuksikaping.go.id,/
mailto:pa.lubuksikaping@pta-padang.go.id.

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Labuh

D ©

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Agama Muara Labuh wilayah
hukumnya hanya Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2003, pada tanggal 7 Januari 2004 diresmikan 24 Kabupaten baru di
Indonesia, tiga diantaranya berada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu
Kabupaten Pasaman Barat pemekaran dari Kabupaten Pasaman,
Kabupaten Dharmasraya pemekaran dari Kabupaten Sijunjung dan
Kabupaten Solok Selatan pemekaran Kabupaten Solok.

Dengan pemekaran tersebut, wilayah hukum Pengadilan Agama
Muara Labuh menjadi 8 (delapan) kecamatan, 7  (tujuh)
kecamatan berada diKabupaten Solok Selatan, sebagai berikut:

Sangir,

Kecamatan Sangir Batang Harij,
Kecamatan Sangir Balai Janggo,
Kecamatan Sangir Jujuan,

Kecamatan Sungai Pagu,

Kecamatan Pauh Duo, dan

7. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

oSl W IN PR

1 (satu) kecamatan berada di Kabupaten Solok, yaitu Kecamatan Pantai

Cermin.




Pengadilan Agama Muara
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Labuh dalam melaksanakan tugasnya

berdasarkan pada Undang — Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan—peraturan lain yang dijabarkan dalam

program kerja Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2020 yang dalam

pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi

mengutamakan skala prioritas kebutuhan Pengadilan Agama Muara Labuh.

serta

Pimpinan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam melaksanakan kewajiban

mengawasi bawahannya dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika

terjadi penyimpangan dengan melaksanakan pengawasan melekat.

Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun

2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan

2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wagqaf

6. Zakat

7. Infaq

8. Shadaqah, dan
9

. Ekonomi Syari’ah

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Agama Muara

Labuh mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili ( Judicial Power ) :

Fungsi Mengadili yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang

menjadi kewenangannya;

2. Fungsi Pemberian Nasehat :

Fungsi Pemberian Nasehat yaitu berbentuk pemberian saran/ pertimbangan

tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya
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apabila diminta (vide UU No. 7/1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3
Tahun 2006, terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009);

3. Fungsi Pelayanan lainnya :

Fungsi Pelayanan lainnya yaitu Pelayanan Penyuluhan Hukum Islam
riset/penelitian, nara sumber dan sebaginya (vide Keputusan Ketua MARI

Nomor 004 /SK/11/1991 jo Misi Pengadilan Agama Muara Labuh).

Untuk memikul fungsi tersebut di atas dijalankan beberapa fungsi lainnya

yaitu :

> Fungsi Administratif, ialah  Penyelenggaraan = Administrasi
Kesekretariatan ( Subbag. Umum dan Keuangan, Subbag. Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan serta Subbag. Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana ) serta Administrasi Kepaniteraan ( Pola
Bindalmin) dan Administrasi lainnya (vide KMA N0.303/1990 );

»  Fungsi Pembinaan Internal, ialah bimbingan internal, baik menyangkut
teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum,
perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

>  Fungsi Pengawasan Internal, ialah pelaksanaan Waskat dan Hawasbid
terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku pejabat dan staf Pengadilan
Agama Muara Labuh agar peradilan terselenggara dengan seksama dan
sewajarnya, begitu juga atas pelaksanaan administrasi kesekretariatan
(vide: UU No 7/1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA No0.3030 Tahun
1990).

»  Fungsi Lainnya
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/004/SK/11/1991).

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh mengaju kepada Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-
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Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan
Mahkamah Agung Nomor KMA/004/11/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, dan Surat
Keputusan Ketua Mahmakah Agung Nomor 5 tahun 1996 Tentang Struktur
Organisasi Peradilan, dan Perma nomor 7 tahun 2015.

Susunan organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh:
. Ketua
. Wakil Ketua

. Hakim

. Panitera

. Sekretaris

. Panitera Muda Hukum

. Panitera Muda Gugatan

. Panitera Muda Permohonan

O 00 3 O Ul » W DN

. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

12. Fungsional Panitera Pengganti

13. Fungsional Juru Sita

14. Pelaksana
Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai berikut

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH ( Perma N, 7 Tahun 2015)

KRETUA
Ayt Huk 5 A, M.Sy

1
- WAKIL KETUA
F-,‘ HAKIM Pacin Lathil S HL MA HAKIM n
sOdES et miem et .] L - - i
Dra M) Rahwndirar Rikd Vs, S0
| 1
PANITERA STKRETARES
y—
Drex, Nwrfadbal Iermieis, S Ag
[ 1 f 1
PANMUD PANMLD PANMED ” hAst AN RN Avienw
GUGATAN PERMONONAN - HUKUM ,—@- EALNCACIAT. TY RO =13 ey~ = o
3 Lt Jakta, 8A I . A Bhened Surd, St [ Syetrisel
I KELOMPOK FUNGSIONAL I-—J [ KELOMPOK FUNGSIONAL l
1 1 L 1
PANITERA PENGOANTE 9 JURLSITA ARSEPARLS PRANATA KOMPUTER
Grrhons Pt M1 A Mardasi {andra, St
' - . | 8 '
PRANATA FERDILAN JUNUSITA PENGEANTE PUSTAKAWAN 5 NENDAMARA
¢ D 2 WU Mo Saet N
Sralviva — N
¥ Ao LD exsbyy 2020
s/ rn.on\. s M Lavak
) 3 - ” L
KETERANGAN . s ¢ .4
. {40 T appyag e sd > Dhgifut 1]
- w310 Kol ," W ! -i
L &
N\ o
-

LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh _




D ©

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, digambarkan arah kebijakan
dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung. Arahan kebijakan tersebut, dibagi

dalam Tim Kelompok Kerja Asessor Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Muara

Labuh sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Manajemen Perobahan ( Asessor Areal ).
Kelompok Kerja Penataan Perundang-undangan ( Asessor Area I ).
Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi ( Asessor Area III ).
Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana ( Asessor Area IV ).
Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM ( Asessor Area V).

Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas ( Asessor Area VI ).

N o ke S

Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan ( Asessor Area VII ).

8. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ( Asessor Area VIII ).
Kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari reformasi birokrasi dan administrasi di

peradilan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2035.

Dalam mencapai reformasi birokrasi tersebut, Mahkamah Agung sebagai salah

satu 3 pilot project dari reformasi birokrasi menetapkan lima quick wins dalam

kaitannya dengan reformasi birokrasi yaitu :
Transparansi putusan/peradilan;
Pengembangan Teknologi Informasi;
PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak);
Kode Etik Hakim;

“ai. W N

Manajemen SDM (khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan,

remunerasi atau tunjangan kinerja) .

Pengadilan Agama Muara Labuh selaku satuan kerja yang berada di bawah

Mahkamah Agung telah mengambil beberapa langkah persuasif, antisipatif dan

perlu dengan tindakan korektif untuk mewujudkan program Quick Wins Reformasi

Birokrasi tersebut. Tindakan dimaksud dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Transparansi putusan di implementasikan dengan publikasi putusan di

website www.pa.muaralabuh.go.id yang dapat diakses oleh publik dengan

dan

jika

LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh
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tetap memperhatikan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang
Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan.

2. Manajemen teknologi informasi di implementasikan dengan penyatuan
proses berperkara dengan Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

3. Kode etik hakim diimplementasikan dengan mengacu kepada Peraturan
Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/
2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

4. Pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia dengan menekankan kepada kinerja

dan kompetensi.
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Dari penjelasan tugas pokok dan fungsi di atas, Pengadilan Agama
Muara Labuh mencoba untuk memetakan permasalahan utama berdasarkan
fungsi yang dimanatkan :
a. Manajemen Penyelesaian Perkara

Masalah utama yang dihadapi pada manajemen penyelesaian perkara adalah :

e Kurangnya jumlah hakim ( tidak seimbangnya antara jumlah perkara
dengan jumlah hakim / majelis pada Pengadilan Agama Muara Labubh );

e Kurangnya jumlah Panitera Pengganti ( tidak seimbangnya antara jumlah
perkara dengan jumlah Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Muara
Labuh );

b. Manajemen Administrasi Perkara :

e Adanya SDM yang memiliki rangkap tugas (berakibat terlambatnya

pengisian buku register).
c. Aksesibilitas Masyarakat
Permasalahan utama yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Labuh adalah

kurangnya anggaran program prodeo yang tersedia atau dialokasikan dalam
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bantuan hukum.

d. Penguatan Sumber Daya Manusia

e Anggaran yang tersedia untuk mengikuti bimbingan teknis terbatas;

e Belum ada hakim Pengadilan Agama Muara Labuh yang mengikuti

sertifikasi mediator dan ekonomi syari’ah;

DIPA dan sedikit sekali layanan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan

e Kurangnya tenaga Hakim dan Pegawai di Pengadilan Agama Muara Labuh;

e Kosongnya Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan.
e Kurangnya tenaga teknis dan non teknis

e Panitera merangkap Bendahara Penerimaan.

e Jurusita merangkap Kasir.

e Kasubag Ortala dan Kepegawaian merangkap Operator Keuangan.

e Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan merangkap Bendahara

Pengeluaran
e Masih banyaknya Pejabat yang gagap teknologi
e Tidak adanya Staf di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
e Tidak adanya Tenaga Ahli Teknologi Informasi
o Tidak ada Pegawai yang bersertifikat Barang/Jasa.

e. Pengelolaan aset, keuangan dan kinerja terkendala pada sumber daya manusia

yang mengelola aset dan keuangan yang belum dapat dioptimalkan karena

faktor kuantitas dan kualitas.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) ini menggambarkan

pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh selama tahun 2020 sebagai

acuan untuk perbaikan kinerja masa mendatang.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan

Agama Muara Labuh adalah sebagai berikut :

LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh
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Pengantar

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

BAB 1 Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB I Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun

lalu yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

a. Capaian Kinerja organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut:

1.
2.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau
peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
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b. Realisasi Anggaran.

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup
Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra)
tahun 2020-2024. Renstra Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020-2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem sistem kebijakan dan peraturan
perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh diselaraskan
dengan arah cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 serta arah kebijakan dan
program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam kerangka Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) 2020-2024 sebagai dasar acuan
penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi

serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

A. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Muara Labuh :

” Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Labuh Yang Agung ”.

Untuk mewujudkan visi tersebuttelah ditetapkan langkah-langkah
yang harus dilaksanakan yang tercakup dalam Misi Pengadilan Agama Muara
Labuh sebagai berikut :

Misi Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian pengadilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan
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/ 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

Visi Pengadilan Agama Muara
Labuh :
” Terwujudnya Pengadilan Agama

Muara Labuh Yang Agung ”.

/Misi Pengadilan Aganh

Muara Labuh sebagai

berikut :

/ TUJUAN \

1. Menjaga kemandirian 1) Menciptakan

pengadilan penegakan hukum

2. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan

hukum yang berkeadilan

berkeadilan.
kepada pencari keadilan Meningkatkan
3. Meningkatkan kualitas Kkonstribusi hukum
kepemimpinan untuk peningkatan
4. Meningkatkan kredibilitas daya saing ekonomi
\dan transparansi. bangsa.
3) Meningkatkan
kesadaran hukum

disegala bidang
Hubungan Visi, Misi dan Tujuan J

Dalam terapan misi, Pengadilan Agama Muara Labuh telah merumuskan

sebuah motto pelayanan sebagai bukti keseriusan aparat Pengadilan
Agama Muara Labuh dalam memberikan pelayanan terhadap para pencari
keadilan.

Motto Pengadilan Agama Muara Labuh adalah ” SIAP MAJU ”’

S : Salam, Senyum, Sapa M : Melayani sepenuh hati
I : |Ingin selalu didepan A : Adildalam pelayanan
A : Akuntabel J : Jujurdalam bekerja
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Profesional

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
a. Tujuan

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan

menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa

poin penting pembangunan hukum 2020-2024 adalah :

1) Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

2) Meningkatkan konstribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi
bangsa.

3) Meningkatkan kesadaran hukum disegala bidang.

Dari ketiga poin penting diatas, Pengadilan Agama Muara Labuh menetapkan
4 (empat) tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan, yaitu
meliputi :

- Terwujudnya kepuasan para pencari keadilan terhadap sistem
peradilan melalui proses peradilan yang efektif, transparan dan
akuntabel.

- Terwujudnya peradilan yang modern berbasis Teknologi Informasi

- Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.

- Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan
pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil.

b. Sasaran Strategis
Atas dasar 4 (empat) tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan
Agama Muara Labuh menetapkan 6 (enam) sasaran yang mengacu kepada
sasaran Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Meningkatkan kepastian hukum yang transparan dan akuntabel.

- Mewujudkan manajemen sistem informasi berbasiskan Teknologi
Informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang
sederhana, akuntabel dan transparan.

- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan
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terhadap peradilan(ac

- Meningkatkan kinerja SDM melalui transparansi pengelolaan yang
obyektif.
- Meningkatkan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja.
- Meningkatnya pengawasan Kinerja aparat peradilan, baik secara
internal maupun eksternal.
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program

untuk mencapai strategis dalam hal :
a. Meningkatkan kepastian hukum yang transparan dan akuntabel.

b. Mewujudkan manajemen sistem informasi berbasiskan Teknologi
Informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang
sederhana, akuntabel dan transparan.

c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan
terhadap peradilan (acces to justice).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam

pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- Penyelesaian perkara perdata

- Penyelesaian sisa perkara perdata

- Penelitian berkas perkara banding dan disampaikan secara lengkap dan
tepat waktu

- Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

- Pengiriman berkas tabayyun melalui tabayyun online

- Pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK melalui e-dokumen

- Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
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- Penyelesaian perkara pro

- Penyelesaian perkara dengan sidang diluar gedung pengadilan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

merupakan program untuk mencapai strategis dalam hal :

a. Meningkatkan kinerja SDM melalui transparansi pengelolaan yang
obyektif.

b. Meningkatnya pengawasan kinerja aparat peradilan, baik secara internal
maupun eksternal.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam

pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya adalah :

- Pengusulan aparatur peradilan untuk mengikuti bimbingan teknis dan
non teknis yang diadakan oleh Pengadilan Agama Tinggi Agama Padang,
Badilag dan Mahkamah Agung.

- Pengusulan kenaikan pangkat aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh
yang berdasarkan kinerja dan kompetensi

- Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

- Tindak lanjut temuan yang masuk, baik internal maupun eksternal

- Penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung :

Meningkatkan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah :

a. Realisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
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b. Penyampaian laporan keua

dengan KPPN dan KPKNL.

€ korwil setelabrek@iliasi

c. Meningkatkan Produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi

Kerja)

4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

merupakan program untuk mencapai strategis dalam hal :

A. Pelayanan Publik yang Prima.
Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya bagi
pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
prinsip-prinsip pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mengluarkan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-114/KMA/SK/1/2011
tenang pedoman Pelayan Informasi di Pengadilan dan KMA Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayana Peradilan.
Area Pelayanan Publik sudah menjadi fokus dari perubahan yang ingin
dilakukan oleh Mahkamah Agung, hal ini tercantum dalam Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2035. Unuk Pelayanan Publik ini Mahkamah

Agung membuat 5 program reformasi Birokrasi yaitu :

=

Standar Pelayanan.

Budaya Pelayanan Prima.

Pengelolaan Pengaduan.

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
Pemanfaatan teknologi Informasi.
Pelayanan Prima bagi Publik :

1. Akreditasi Penjaminan Mutu ( APM )

2. Perkara Prodeo.

3. Sidang diluar gedung Kantor

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP)

5. Administrasi Peradilan Secara Elektronik ( E-Court)

Ul e WIS
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6. Zona Integritas ( Z1')

B. Akreditasi Penjaminan Mutu.

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah sebuah bentuk Pengakuan atas telah
sesuainya proses bisnis di sebuah Instansi dengan kriteria yang telah
ditetapkan kepada pencari keadilan.

Akreditasi ini meliputi empat aspek:
»  Administrasi Manajemen.

Administrasi Kepaniteraan
Administrasi Kesekretariatan

YV YV V

Administrasi Sarana dan Prasarana.

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Muara
Labuh merupakan tindaklanjut dari surat Edaran direktur Jenderal badan
Peradilan Agama Nomor 2971/DJA/0T.01.3/07/2017 tentang persiapan
sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah
Syari’ah di lingkungan Peradilan Agama dan surat Edaran Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Nomor 3107/DJA/0T.01.3/08/2017 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan
Agama/ Mahgkamah Syar’iyah.

Pengadilan Agama Muara Labuh sudah mendapatkan Sertifikat
Akreditasi Penjaminan Mutu.

]




O

Penyerahan Piagam Akreditasi Penjaminan Mutu PA Muara Labuh oleh

Ketua Mahkamah Agung RI

Pada tanggal 21 September 2020 telah pula dilakukan Survailance II
terhadap pelaksanaan APM di Pengadilan Agama Muara Labuh oleh

Assesor Nasional.

ok Upenin
ASSESS
ARNT
HADAN PERAD]
DI PENGAtY

UMouting

Assesor Nasional melakukan Surveilance II di PA Muara Labuh

C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat dan
peningkatan akses masyarakat pada keadilan (access to justice). Direktur
Jendral Badan Peradilan Agama melalui Surat Keputusan Nomor 1403.b/
DJA/SK/0T.01.3/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di Pengadilan Agama. atau yang lebih dikenal dengan PTSP yang
bertujuan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menadapatkan

pelayanan di Pengadilan Agama, dimana ketika masyarakat berurusan

LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh | |7G




dengan pengadilan bisa

atu kesatuan éseSGecara

terintegrasi dan mudah.

PTSP ini disamping mendapatkan layanan dari internal pengadilan
juga melibatkan pihak ekternal. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Muara
Labuh telah berupaya melaksanakan PTSP dengan melakukan beberapa
langkah sebagai berikut :

1. Telah berupaya menyediakan SDM (supervise), sarana dan prasarana
untuk menunjang PTSP.

2. Telah melakukan kerjasama dengan pihak bank mitra agar
menyediakan Cast Management Syistim (CMS) dan Elektronic Data
Capture (EDC)

3. Telah melakukan kerjasama dengan pihak pos agar memberi

kemudahan akses bagi masyarakat yang berurusan dengan Pengadilan

Agama Muara Labuh .




D. Administrasi Peradilan Secara Elektonik (E-Court).

1.

Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Agama

Electronic Court (e-court) merupakan masa depan pengadilan
Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah
maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan
pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan,
transparan dan akuntabel. Pada tahun 2018 Mahkamah Agung
mengeluarkan peraturan melalui Perma Nomor 3 tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan secara Elektronik atau yang dikenal dengan
Peradilan Elektronik . Aplikasi ini terdiri dari tiga fitur utama, yakni
pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran uang panjar biaya perkara
(e-payment) serta penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan
persidangan secara elektronik (e-summons). E-Court sudah di
resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Juli 2018 di
Balikpapan. Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 sudah
memungkinkan tidak hanya terbatas pada berkas pengajuan
permohonan dan gugatan, namun juga terhadap jawaban, replik,
duplik, dan kesimpulan, yang berarti merupakan payung hukum untuk
persidangan secara elektronik (E-Litigation). Dalam aplikasi ini telah
diatur penggunaan layanan administrasi perkara, pendaftaran
administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan
putusan, dan tata kelola administrasi yang seluruhnya dilakukan secara
elektronik/online. Yang diperjelas dengan Perma nomor 129 Tahun
2019 tetang E-Litigasi.

Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh telah

mengimplementasikan Perma tersebut dengan menerima secara
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elektronik sebanyak

iputus secar@lel@ni

sebanyak 130 buah perkara, dengan rincian sebagai berikut :

No Perkara E-Court Pirii{izzf- No Perkara E-Court Pizﬁz;f:-
1 16/Pdt.G/2020 51 182/Pdt.G/2020
2 17/Pdt.G/2020 52 183/Pdt.G/2020
3 23/Pdt.G/2020 53 184/Pdt.G/2020
4 26/Pdt.G/2020 54 185/Pdt.G/2020
5 45/Pdt.G/2020 55 186/Pdt.G/2020
6 67/Pdt.G/2020 56 187/Pdt.G/2020
7 125/Pdt.G/2020 57 188/Pdt.G/2020
8 126/Pdt.G/2020 58 189/Pdt.G/2020
9 131/Pdt.G/2020 59 191/Pdt.G/2020
10 132/Pdt.G/2020 60 192/Pdt.G/2020
11 133/Pdt.G/2020 61 193/Pdt.G/2020
12 134/Pdt.G/2020 | 134/Pdt.G/2020 62 194/Pdt.G/2020
13 135/Pdt.G/2020 63 195/Pdt.G/2020
14 136/Pdt.G/2020 64 196/Pdt.G/2020
15 144/Pdt.G/2020 65 197/Pdt.G/2020
16 145/Pdt.G/2020 66 198/Pdt.G/2020
17 147/Pdt.G/2020 67 199/Pdt.G/2020
18 148/Pdt.G/2020 68 200/Pdt.G/2020
19 149/Pdt.G/2020 69 201/Pdt.G/2020
20 151/Pdt.G/2020 70 202/Pdt.G/2020
21 152/Pdt.G/2020 71 204/Pdt.G/2020
22 153/Pdt.G/2020 72 206/Pdt.G/2020
23 154/Pdt.G/2020 73 207/Pdt.G/2020
24 155/Pdt.G/2020 74 208/Pdt.G/2020
25 156/Pdt.G/2020 75 209/Pdt.G/2020
26 157/Pdt.G/2020 76 210/Pdt.G/2020
27 158/Pdt.G/2020 77 211/Pdt.G/2020
28 159/Pdt.G/2020 78 212/Pdt.G/2020
29 160/Pdt.G/2020 79 213/Pdt.G/2020
30 161/Pdt.G/2020 80 215/Pdt.G/2020
31 162/Pdt.G/2020 81 219/Pdt.G/2020
32 163/Pdt.G/2020 82 220/Pdt.G/2020
33 164/Pdt.G/2020 83 221/Pdt.G/2020
34 165/Pdt.G/2020 84 222/Pdt.G/2020
35 166/Pdt.G/2020 85 223/Pdt.G/2020
36 167/Pdt.G/2020 86 226/Pdt.G/2020
37 168/Pdt.G/2020 87 228/Pdt.G/2020
38 169/Pdt.G/2020 88 229/Pdt.G/2020
39 170/Pdt.G/2020 89 230/Pdt.G/2020
40 171/Pdt.G/2020 90 231/Pdt.G/2020
41 172/Pdt.G/2020 91 236/Pdt.G/2020
42 173/Pdt.G/2020 92 238/Pdt.G/2020
43 174/Pdt.G/2020 93 240/Pdt.G/2020
44 175/Pdt.G/2020 94 250/Pdt.G/2020
45 176/Pdt.G/2020 95 252/Pdt.G/2020
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177/Pdt.G/2020 t.G/2020
47 | 178/PdtG/2020 97 | 260/pPdt.G/2020
48 | 179/Pdt.G/2020 98 | 265/Pdt.G/2020
49 | 180/Pdt.G/2020 99 | 269/Pdt.G/2020
50 | 181/PdtG/2020 100 | 270/Pdt.G/2020
No | PerkaraE-Court Piriﬁzglsilz- No | Perkara E-Court Pi‘;ﬁzrgasf_
101 | 274/PdtG/2020 116 | 53/PdtP/2020
102 | 320/Pdt.G/2020 117 |  54/PdtP/2020
103 |  01/PdtP/2020 118 | 55/PdtP/2020
104 |  15/PdtP/2020 119 | 56/PdtP/2020
105 |  22/PdtP/2020 120 | 57/PdtP/2020
106 |  23/PdtP/2020 121 | 58/PdtP/2020
107 | 25/PdtP/2020 122 | 61/PdtP/2020
108 |  43/PdtP/2020 123 | 63/PdtP/2020
109 |  44/PdtP/2020 124 | 64/PdtP/2020
110 |  46/PdtP/2020 125 | 72/PdtP/2020
111 |  47/PdtP/2020 126 | 74/PdtP/2020
112 |  48/PdtP/2020 127 | 76/PdtP/2020
113 | 49/PdtP/2020 128 | 77/PdtP/2020
114 |  50/PdtP/2020 129 | 138/PdtP/2020
115 | 52/PdtP/2020 130 | 141/PdtP/2020

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mah

Meningkatkan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah :
d. Realisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima.

e. Penyampaian laporan keuangan dan BMN ke Korwil setelah rekonsiliasi

dengan KPPN dan KPKNL.

LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh

s




Meningkatkan Produktifita

Penilaian Prestasi Kerja)

Matriks Rencana Strategis ( Renstra)

Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020

er Daya Manusia (SKP dan

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Target
Terwujudnya kepuasan Meningkatnya kepastian Produktifitas penyelesaian perkara dalam jangka 521 pkr
. . waktu 5 bulan
para pencari keadilan hukum yang transparan dan
terhadap sistem akuntabel Penurunan tunggakan perkara 1 pkr
peradilan melalui proses
el e R Perkara yang mengajukan banding. 0 pkr
transparan dan akuntabel
Permohonan eksekusi terhadap putusan perkara 0 pkr
perdata yang berkekuatan hukum tetap
Terwujudnya peradilan Mewujudkan manajemen Pengiriman berkas tabayyun melalui tabayyun 15 pkr
. . . . online
yang modern berbasis sistem informasi
Teknologi Informasi berbasiskan Teknologi Pengiriman berkas perkara banding melalui e- 0 pkr
Informasi yang dokumen
terintegrasian dan
menunjang sistem peradilan | Persentase berkas yang diajukan banding yang 0 pkr
yang sederhana, akuntabel disampaikan secara lengkap
Ll L Pemakaian aplikasi SIPP dalam manajemen 521 pkr
informasi perkara
Terwujudnya Meningkatkan aksesibilitas Penyelesaian perkara prodeo 5 pkr
peningkatan akses masyarakat miskin dan
peradilan bagi terpinggirkan terhadap
. . L Penyelesaian perkara dengan pelaksanaan sidang 79 pkr
masyarakat miskin dan peradilan (acces to justice) diluar gedung Pengadilan
terpinggirkan
Penyelesaian perkara dengan pelaksanaan sidang 25 pkr
terpadu
Terwujudnya pelayanan Meningkatkan kinerja SDM Pengusulan aparatur peradilan yang mengikuti 12 org
ima bagi - lalui tr . bimbingan teknis dan non teknis yang diadakan
prima bagl masyaraka melatul transparansi oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan
melalui peningkatan pengelolaan yang obyektif Mahkamah Agung
ey g Sk Gl Persentase pengusulan kenaikan pangkat 0 org
jaminan proses peradilan aparatur pengadilan yang berdasarkan kinerja
. dan kompetensi
yang adil
Meningkatkan pengelolaan Persentase realisasi sarana dan prasarana yang 3 unit
asset, keuangan dan kinerja e i 2 L o
Persentase penyampaian laporan keuangan dan 4 keg
laporan BMN ke korwil setelah rekonsiliasi
dengan KPPN dan KPKNL
Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan 100 %
Penilaian Prestasi Kerja)
Meningkatnya pengawasan | Persentase pengaduan masyarakat yang 100 %

ditindaklanjuti
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kinerja aparat peradilan
baik secara internal

maupun eksternal

Persentase temuan hasil pemeriksaan internal
dan eksternal yang ditindaklanjuti

oleh aparat peradilan

Persentase penurunan pelanggaran kode etik

100 %

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Pengadilan Agama Muara Labuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama,

sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

semakin puas atas putusan
pengadilan

KINERJA INDIKATOR PENANGGUN
NO UTAMA KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN G JAWAB SUMBER DATA
1. | Terwujudnya . Persentase 2 perkara Panitera Laporan Bulanan
Proses sisa perkara X100% =100% dan
Peradilan yang perdata yang 2 perkara Laporan Tahunan
Pasti, diselesaikan
Transparan Catatan:
dan Akuntabel Sisa perkara : sisa perkara tahun
sebelumnya
. Persentase 521 Perkara Panitera Laporan Bulanan
perkara X100% =99.6 % dan
perdata 520 perkara Laporan Tahunan
diselesaikan
tepat waktu Catatan :
e Perbandingan jumlah perkara yang
diselesaikan dengan perkara yang
harus diselesaikan (sisa awal tahun
dan perkara yang masuk)
e Jumlah perkara yang ada = jumlah
perkara yang diterima tahun
berjalan ditambabh sisa perkara
tahun sebelumnya.
e Penyelesaian perkara tepat waktu
= perkara yang diselesaikan tahun
berjalan
. Persentase 2 perkara Panitera Laporan Bulanan
penurunan x100% =50 % dan
sisa perkara 1 perkara Laporan Tahunan
Tn = Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan :
Sisa perkara adalah perkara yang
belum diputus pada tahun berjalan
. Persentase 0 perkara Panitera Laporan Bulanan
perkara yang X100 % =0 % dan
Tidak 520 perkara Laporan Tahunan
Mengajukan
Upaya Hukum | Catatan:
e Banding e Upaya Hukum = banding, kasasi, PK
e Kasasi e Secara hukum semakin sedikit yang
e PK mengajukan upaya hukum, maka
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secara online
dalam waktu 1
hari sejak
putusan

e. Index Panitera Laporan Semester
Survey Kepuasan Masyarakat
responden dan Laporan
pencari 4 Tahunan
keadilan yang
puas terhadap 2 I I | I | | | | |
layanan
. 0
peradilan o o o &
P & & &
@Y ARSI
Mutu Pelayanan = 78,78
Kinerja Unit Pelayanan = B
Catatan :
PERMENPAN Nomor :
KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24
Februari 2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Index Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah sesuai Peraturan Menteri
PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
2. Peningkatan a. Persentase isi 520 Putusan Panitera Laporan Bulanan
Efektifitas putusan yang X100 % =100 % dan Laporan
Pengelolaan diterima oleh 520 Putusan Tahunan
Penyelesaian para pihak
Perkara tepat waktu
b. Persentase 2 perkara Panitera Laporan Bulanan
Perkara yang X100% =4 % dan Laporan
diselesaikan 49 perkara Tahunan
melalui Catatan :
Mediasi Perma No.1 Tahun 2016 tentang
prosedur Mediasi di Pengadilan
c. Persentase Panitera Laporan Bulanan
berkas perkara 0 perkara dan Laporan
YEES X 100% =0% Tahunan
dimohonkan 0 perkara
Banding, Kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan
tepat waktu
d. Persentase 100 perkara Panitera Laporan Bulanan
putusan yang X100 % =100 % dan
menarik 100 perkara Laporan Tahunan
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah) yang
dapat diakses
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Meningkatnya |a. Persentase 6 perkara Dirjen : Laporan Bulanan
Akses perkara X100% =120 % Badilum, dan Laporan
Peradilan bagi prodeo yang 5 perkara Badilag, TUN Tahunan
masyarakat diselesaikan dan Panitera
miskin dan Catatan :
terpingkirkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan
b. Persentase 231 perkara Dirjen : Laporan Bulanan
Perkara yang X 100% = 34,19 % Badilum, dan
diselesaikan di 79 perkara Badilag, dan Laporan Tahunan
luar gedung Catatan : Badilmiltun
Pengadilan e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan
e Diluar gedung pengadilan adalah
perkara yang diselesaikan di luar
kantor pengadilan (Zetting plaatz,
sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya
c. Persentase 25 perkara Dirjen : Laporan Bulanan
Perkara yang X 100% =120 % Badilum, dan
diselesaikan di 20 perkara Badilag, dan Laporan Tahunan
dengan Sidang | Catatan: Badilmiltun
Terpadu e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan
e Diluar gedung pengadilan adalah
perkara yang diselesaikan di luar
kantor pengadilan (Zetting plaatz,
sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya
d. Persentase 0 perkara Panitera Laporan Bulanan
Pencari X100% =0% dan
Keadilan 0 perkara Laporan Tahunan
Golongan
Tertentu yang | Catatan:
Mendapat e PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang
Layanan Pedoman Pemberian Layanan
bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak
Hukum Mampu di Pengadilan
(Posbakum) e Golongan tertentu yakni Masyarakat
miskin dan terpingkirkan (marjinal)
Meningkatnya Persentase 520 perkara Panitera Laporan Bulanan
Kepatuhan Putusan Perkara X100% =0 % dan
Terhadap Perdata yang 0 perkara Laporan Tahunan
Putusan Ditindaklanjuti
Pengadilan (dieksekusi) Catatan :

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
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F. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Muara Labuh dapat dilihat

dari tabel sebagai berikut :

Kinerja Utama Indikator Kinerja Target
Meningkatnya kepastian Produktifitas penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 521 pkr
hukum yang transparan bulan
dan akuntabel Penurunan tunggakan perkara 1 pkr

Perkara yang mengajukan upaya hukum banding 1 pkr
Permohonan eksekusi dan putusan perkara perdata yang 1 pkr
berkekuatan hukum tetap
Mewujudkan manajemen Pengiriman berkas tabayyun melalui tabayyun online 15 pkr
sistem informasi
berbasiskan IT yang Pengiriman berkas perkara banding melalui e-dokumen 1 pkr
terintegrasian dan
menunjang sistem Persentase berkas yang diajukan banding yang 1 pkr
peradilan yang sederhana, | disampaikan secara lengkap
akuntabel dan transparan Pemakaian aplikasi SIPP dalam manajemen informasi 521 pkr
perkara
Meningkatkan Penyelesaian perkara prodeo 5 pkr
aksesibilitas masyarakat
miskin dan terpinggirkan Penyelesaian perkara dengan pelaksanaan sidang diluar 231 pkr
terhadap peradilan (acces | gedung pengadilan
to justice) Penyelesaian perkara dengan dilaksanakannya sidang 20 pkr
terpadu
Meningkatkan kinerja Pengusulan aparatur peradilan yang mengikuti bimbingan 12 org
. | teknis dan non teknis yang diadakan oleh Pengadilan
SDM melalui transparansi Tinggi Agama Padang dan Mahkamah Agung
pengelolaan yang obyektif | persentase pengusulan naik pangkat aparatur pengadilan 0 org
yang berdasarkan kinerja dan kompetensi
Meningkatkan Persentase realisasi sarana dan prasarana yang 3 unit
mendukung pelayanan prima
pengelolaan asset,
- Persentase penyampaian laporan keuangan dan BMN ke 4 keg
keuangan dan kinerja korwil setelah rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL
Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian 100 %
Prestasi Kerja)
Meningkatnya pengawasan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100 %
kinerja aparat peradilan baik
secara internal maupun Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan 100 %
eksternal eksternal yang ditindaklanjuti
Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat 100%

peradilan
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G. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelola. Tujuan khusus penetapan Kkinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan Kkinerja sebagai

wujud nyata

komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran Pengadilan Agama Muara Labuh, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja.

Penetapan kinerja tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh, dapat dilihat

dari tabel sebagai berikut :

Kinerja Utama Indikator Kinerja Target
Meningkatnya kepastian Produktifitas penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan 521 pkr
hukum yang transparan dan
akuntabel Penurunan tunggakan perkara 1 pkr

Perkara yang mengajukan upaya hukum banding 1 pkr
Permohonan eksekusi dan putusan perkara perdata yang berkekuatan 1 pkr
hukum tetap
Mewujudkan manajemen Pengiriman berkas tabayyun melalui tabayyun online 15 pkr
sistem informasi berbasiskan
IT yang terintegrasian dan Pengiriman berkas perkara banding melalui e-dokumen 1 pkr
menunjang sistem peradilan
yang sederhana, akuntabel Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara 1 pkr
dan transparan lengkap
Pemakaian aplikasi SIPP dalam manajemen informasi perkara 521 pkr
Meningkatkan aksesibilitas Penyelesaian perkara prodeo 5 pkr
masyarakat miskin dan
terpinggirkan terhadap Penyelesaian perkara dengan siding diluar gedung pengadilan 231 pkr
peradilan (acces to justice)
Penyelesaian perkara dengan dilaksanakannya sidang terpadu 20 pkr
Meningkatkan kinerja SDM Pengusulan aparatur peradilan yang mengikuti bimbingan teknis dan non 12 org
melalui transparansi teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan
pengelolaan yang obyektif Mahkamah Agung
Persentase pengusulan naik pangkat aparatur pengadilan yang 0 org
berdasarkan kinerja dan kompetensi
Meningkatkan pengelolaan Persentase realisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 3 unit
asset, keuangan dan kinerja prima
Persentase penyampaian laporan keuangan dan BMN ke korwil setelah 4 keg
rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL
Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) 100 %
Meningkatnya pengawasan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100 %
kmer]a.apamt peradilan baik Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang 100 %
secara internal maupun o S
ditindaklanjuti
eksternal
Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan 100 %
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan,misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambunganuntuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program,kebijakan,untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak
dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,melainkan

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A.1. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Tahun 2020
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh di Muara
Labuh tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian  indikator = kinerja @ yang  telah  ditetapkan  dengan
realisasinya,sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai
atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai
dalam tahun 2020. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator

kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh | |50




SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
Meningkatnya kepastian Produktifitas penyelesaian perkara dalam 521 pkr
hukum yang transparan jangka waktu 5 bulan p 520 pkr 99,6 %
dan akuntabel
Penurunan tunggakan perkara 1 pkr 1 pkr 100 %
Perkara yang mengajukan upaya hukum 0 pkr 0 pkr 0%
banding
Permohonan eksekusi dan putusan 0 pkr 0 pkr 0%
perkara perdata yang berkekuatan hukum
tetap
Mewujudkan manajemen | Pengiriman berkas tabayyun melalui 15 pkr 15 pkr 100 %
sistem informasi tabayyun online
berbasiskan IT yang
terintegrasian dan Pengiriman berkas perkara banding 0 pkr 0 pkr 0%
menunjang sistem melalui e-dokumen
peradilan yang
sederhana, akuntabel dan | Persentase berkas yang diajukan banding 0 pkr 0 pkr 0%
transparan yang disampaikan secara lengkap
Pemakaian aplikasi SIPP dalam 521 pkr 521 pkr 100 %
manajemen informasi perkara
Meningkatkan Penyelesaian perkara prodeo 5 pkr 6 pkr 120 %
aksesibilitas masyarakat
miskin dan terpinggirkan -
terhadap peradilan (acces | Penyelesaian perkara dengan 231 pkr 79 pkr 34,19 %
to justice) dilaksanakannya sidang keliling
Penyelesaian perkara dengan 20 pkr 25 pkr 125 %
dilaksanakannya sidang terpadu
Meningkatkan kinerja Pengusulan aparatur peradilan yang 12 org 1lorg 8,33 %
SDM melalui transparansi | mengikuti bimbingan teknis dan non
pengelolaan yang teknis yang diadakan oleh Pengadilan
obyektif Tinggi Agama Padang dan Mahkamah
Agung
Pengusulan kenaikan pangkat aparatur 0 org 0 org 0%
pengadilan yang berdasarkan kinerja dan
kompetensi
Meningkatkan Persentase realisasi sarana dan prasarana 3 unit 3 unit 100 %
pengelolaan asset, yang mendukung pelayanan prima
keuangan dan kinerja
Persentase penyampaian laporan 4 keg 4keg 100 %
keuangan dan BMN ke korwil setelah
rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL
Persentase produktifitas kinerja SDM 12 org 12o0rg 100 %
(SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)
Meningkatnya Persentase pengaduan masyarakat yang 0% 0% 0%
pengawasan kinerja ditindaklanjuti
aparat peradilan baik
secara internal maupun Persentase temuan hasil pemeriksaan 100 % 100% 100 %
eksternal internal dan eksternal yang
ditindaklanjuti
Persentase penurunan pelanggaran kode 100%
etik oleh aparat peradilan ° 100 % 0%
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A.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran Kkinerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020

mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas,

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020,

Pengadilan Agama Muara Labuh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang

ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepastian hukum yang transparan dan akuntabel;

Pencapaian sasaran penyelesaian perkara pada tahun 2020 sebagai berikut :

a. Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan

adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang

harus diselesaikan ditahun 2020. Persentase perkara yang diselesaikan

ditargetkan 100% pada tahun 2020, terdiri dari sisa tahun 2019 sebanyak

2 perkara ditambah perkara masuk tahun 2020 sebanyak 519 perkara,

berjumlah 521 perkara, yang diselesaikan sebanyak 520 perkara atau

99,6%. Hal ini berarti bahwa hampir semua perkara dapat diselesaikan

pada tahun 2020. Data perkara Pengadilan Agama Muara Labuh yang

diterima dan diputus tahun 2020 sebagai berikut :

Perkara Perdata Jumlah
No Satker Masuk | Putus | Sisa | hakim | Ket
1 | Pengadilan Agama Muara
Labuh
Sisa Tahun 2019 2
Selama Tahun 2020 519 520 1 4 orang

Keadaan perkara perdata di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020

sebagai berikut :
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No Bulan Sisa tahun 2019 Masuk Putus Sisa akhir
1 | Januari 2 62 31
2 Februari 49 42
3 Maret 49 56
4 | April 15 27
5 | Mei 5 13
6 | Juni 62 36
7 | Juli 44 58
8 | Agustus 40 29
9 | September 87 82
10 | Oktober 45 59
11 | November 57 il
12 | Desember 44 26
Jumlah 2 519 520 1
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Jan  Feb  Mar  Apr  Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov  Des

M Sisa tahun lalu

M Perkara Diterima Perkara Diputus

Perkara diterima dan putus pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020
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Adapun sebagai perbandingan persentase perkara yang diselesaikan,

sebagai berikut:

Tahun 2018 2019 2020
Perkara Masuk Minut Masuk Minut Masuk Minut
Jumlah 358 357 529 527 521 520

Dengan demikian persentase yang diselesaikan tahun 2018 99,72 %,
tahun 2019 99,62 % dan tahun 2020 99,80, rata-rata 99,71 %, ini
menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh telah
berjalan dengan bagus walaupun ada sisa perkara sebanyak 1 perkara.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan tahun
2020 sebanyak 520 perkara. Target perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu 5 bulan tahun 2020 sebanyak 521 perkara, sehingga capaian
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan tahun 2020 adalah
99,80 %. Ini berarti semua hakim dan pegawai Pengadilan Agama Muara
Labuh telah bekerja semaksimal mungkin sesuai job description masing-
masing.

b. Penurunan tunggakan perkara
Ukuran capaian indikator Kkinerja Persentase penurunan tunggakan
perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang masuk
dengan perkara yang diselesaikan. Persentase tunggakan perkara perdata,
ditargetkan 1 perkara pada tahun 2020.
Sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 2 perkara atau 50 % dari target 4
perkara dan pada tahun 2020 sebanyak 1 perkara atau 100% dari target 1
perkara. Hal tersebut menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di
lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh telah berjalan dengan baik
dan lancar sehingga adanya penurunan tungggakan perkara.

Adapun sebagai perbandingan tunggakan perkara, sebagai berikut :

No Perkara 2018 2019 2020
1. Perdata 1 2 1
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perdata

Penurunan Tunggakan perkara

0 0.5 1 1.5 2 2.5

® 2020 m2019 m2018

Tunggakan perkara pada tahun 2018 sebanyak 1 perkara, tahun 2019

sebanyak 2 perkara dan pada tahun 2020 sebanyak 1 perkara.

c. Perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan

kembali

Pencapaian sasaran aksesbilitas putusan hakim dari tahun 2016 sampai

dengan tahun 2020 sebagai berikut :

Jumlah perkara yang mengajukan banding tahun 2017 2 perkara
Jumlah perkara yang mengajukan banding tahun 2018 1 perkara
Jumlah perkara yang mengajukan banding tahun 2019 1 perkara
Jumlah perkara yang mengajukan banding tahun 2020 0 perkara
Jumlah perkara yang mengajukan kasasi tahun 2017 0 perkara
Jumlah perkara yang mengajukan kasasi tahun 2018 0 perkara
Jumlah perkara yang mengajukan kasasi tahun 2019 1 perkara
Jumlah perkara yang mengajukan kasasi tahun 2020 0 perkara
Jumlah perkara yang mengajukan PK tahun 2017 0 perkara
Jumlah perkara yang mengajukan PK tahun 2018 0 perkara
Jumlah perkara yang mengajukan PK tahun 2019 0 perkara
Jumlah perkara yang mengajukan PK tahun 2020 0 perkara
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Jika dilihat dari persentase pengajuan banding, persentase perkara pada
tahun 2018 sebesar 0,27 %, pada tahun 2019 sebesar 0,19 % dan pada
tahun 2020 sebesar 0 %.

Hal ini menandakan terjadinya peningkatan aksesibilitas keputusan

Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh serta ketidakpuasan masyarakat

atas putusan yang dihasilkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh.

Peningkatan aksesibilitas ini suatu hal yang harus dicermati oleh Hakim

Pengadilan Agama Muara Labubh.

Kinerja utama

Indikator

Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Terwujudnya
yang pasti,

akuntabel

proses peradilan

transparan dan

Perkara yang
mengajukan
upaya hukum
Banding

1 pkr

0 pkr

0 %

Perkara yang
mengajukan
upaya hukum
Kasasi

1 pkr

0 pkr

0%

Perkara yang
mengajukan
upaya hukum
Peninjauakn
Kembali

1 pkr

0 pkr

0 %

d. Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan

hukum tetap.

Permohonan eksekusi atas putusan perkara tahun 2020 sebanyak 0

perkara atau 0 % dari target.

2. Mewujudkan manajemen sistem informasi berbasiskan Teknologi Informasi

yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, akuntabel

dan transparan;

Untuk mewujudkan peningkatan penyederhanaan proses penanganan perkara

melalui pemanfaatan teknologi informasi, Pengadilan Agama Muara Labuh

menetapkan 4 (empat) indikator sebagai berikut :
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Pengiriman berkas tabayyun melalui tabayyun online

Pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan pk melalui e-dokumen
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi

disampaikan secara lengkap

Pemakaian aplikasi SIPP dalam manajemen informasi perkara

a. Pengiriman berkas tabayyun melalui tabayyun online
Ukuran capaian

dan PK yang

indikator penyampaian pemberitahuan relaas

putusan tepat waktu,tempat dan para pihak (prosentase akta cerai

yang diserahkan Penggugat/Pemohon)

adalah perbandingan

penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak ( prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/
Pemohon ) terutama tabayyun dengan jumlah PBT yang disampaikan
selama tahun 2020. Selama tahun 2020 semua berkas perkara telah
didistribusikan ke majelis sehingga target sebesar 100% dapat

tercapai dengan baik dan lancar.

b. Pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan PK melalui e-

dokumen

Sebagai salah satu program quick wins manajemen informasi
teknologi, Pengadilan Agama Muara Labuh menetapkan kebijakan
bahwasanya berkas perkara banding selain dikirim hard copy nya

juga harus disertai dengan softcopynya (e-dokumen).

Kinerja Utama Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Kinerja
Meningkatkan Penerimaan
penyederhanaan | berkas perkara
proses Banding secara
penanganan e-dokumen 1 pkr 0 pkr 0%
perkara melalui :
Penerimaan
EERELIEEE berkas perkara
Teknologi 5P 1 pkr 0 pkr 0 %
. Kasasi secara e-
Informasi
dokumen
Penerimaan
berkas perkara o
PK secara e- s Diglss e
dokumen
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Pada tahun 2019 ada 1 perkara banding dan telah dilengkapi dengan e-
dokumen, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 0 perkara banding yang
telah dilengkapi dengan e-dokumen dan perkara kasasi nihil.

Berikut gambaran perbandingan berkas perkara banding yang masuk

dengan berkas perkara yang dilengkapi e-dokumen :

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap

Persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap
tahun 2020 adalah sebesar 0 %. Nilai tersebut merupakan perbandingan
antara jumlah berkas perkara banding yang diajukan sebanyak 0 perkara
banding, sedangkan kasasi dan PK nihil. Dibandingkan dengan tahun 2019,
jumlah berkas perkara banding yang diajukan sebanyak 1 perkara
banding, sedangkan kasasi dan PK nihil.

Berikut gambaran perbandingan berkas perkara Banding, Kasasi dan PK

yang diajukan dengan berkas perkara yang dinyatakan lengkap:

No Perkara 2018 2019 2020
1 | Banding 1 1 0
2 | Kasasi 0 1 0
3 | Peninjauan Kembali 0 0 0
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b. Pemakaian aplikasi SIPP dalam manajemen informasi perkara.
Untuk menunjang sasaran keterbukaan informasi di peradilan sesuai
dengan SK KMA No : 1-144 /KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Layanaan
Informasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Muara Labuh telah melakukan
manajemen informasi perkara melalui aplikasi SIPP dimana didalam
aplikasi ini dapat dilihat perjalanan perkara dari mulai didaftarkan sampai
dengan diputus. Putusan perkara tersebut akan dipublikasikan pada

www.pa-muaralabuh.qgo.id.

Pada tahun 2017 terdapat 325 perkara masuk dan semuanya telah
diinput kedalam aplikasi SIPP, putusan tahun 2017 terdapat 323 perkara
dan telah dimuat kedalam website secara lengkap. Sisa perkara tahun

2017 sebanyak 4 perkara dan diselesaikan pada tahun 2018.

Pada Tahun 2018 terdapat 354 perkara masuk dan semuanya telah
diinput kedalam aplikasi SIPP, putusan tahun 2018 terdapat 357 perkara
dan telah dimuat kedalam website secara lengkap. Sisa perkara tahun

2018 sebanyak 1 perkara telah diselesaikan pada tahun 2019.

Pada Tahun 2019 terdapat 529 perkara masuk dan semuanya telah
diinput kedalam aplikasi SIPP, putusan tahun 2019 terdapat 527 perkara
dan telah dimuat kedalam website secara lengkap. Sisa perkara tahun

2019 sebanyak 2 perkara telah diselesaikan pada tahun 2020.
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Pada Tahun 2020 terdapat 521 perkara masuk dan semuanya telah
diinput kedalam aplikasi SIPP, putusan tahun 2020 terdapat 520 perkara
dan telah dimuat kedalam website secara lengkap. Sisa perkara tahun

2020 sebanyak 1 perkara, diupayakan selesai pada tahun 2021.

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap

peradilan (acces to justice);

Untuk mewujudkan peningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan

terpinggirkan terhadap peradilan (acces to justice), Pengadilan Agama Muara

Labuh menetapkan 4 (empat) indikator sebagai berikut :

1. Pengiriman berkas tabayyun melalui tabayyun online

2. Pengiriman berkas perkara banding, Kasasi dan PK melalui e-dokumen

3 Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap

4. Pemakaian aplikasi SIPP dalam manajemen informasi perkara :

a. Penyelesaian Perkara Prodeo
Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang
diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan
dengan jumlah perkara prodeo tahun 2020. Selama tahun 2020 perkara
prodeo yang ditargetkan 5 perkara, realisasinya sebanyak 5 perkara atau
100 %, Sedangkan pada tahun 2019 perkara prodeo yang ditargetkan
adalah sebanyak 15 perkara sedangkan realisasinya sebanyak 6 perkara
atau 40%.
Dengan adanya perkara prodeo ini, masyarakat yang kurang mampu

dapat berperkara di Pengadilan selayaknya masyarakat mampu lainnya.

Berikut gambaran perbandingan target perkara prodeo yang diterima

dengan realisasi perkara prodeo yang diterima :
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Perkara Prodeo
1 Target 10 15 5
2 Realisasi 5 6 6
20
15
10

2018

2019

M target M Realisasi

2020

b. Penyelesaian Perkara dengan dilaksanakannya sidang diluar gedung

pengadilan.

Ukuran capaian indikator kinerja penyelesaian perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan adalah

perbandingan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar

gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang ditargetkan diselesaikan

dengan cara sidang diluar gedung pengadilan selama tahun 2020. Selama

tahun 2020, perkara yang ditargetkan dilaksanakan dengan cara sidang

diluar gedung pengadilan sebanyak 231 perkara, realisasi 79 perkara atau

34,19%, dengan pelaksanaan sebanyak 25 kali sidang diluar gedung

pengadilan, bertempat di Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Utara

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan Gedung Nasional Lubuk Gadang

Kecamatan Sangir.

Sedangkan pada tahun 2019, sidang diluar gedung pengadilan yang

dilaksanakan yaitu sebanyak 26 kali sidang dengan jumlah perkara 83

perkara.
No Perkara 2018 2019 2020
1 Sidang Keliling 23 26 25
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Penyelesaian Perkara dengan dilaksanakannya sidang terpadu.

Ukuran capaian indikator kinerja penyelesaian perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara sidang terpadu adalah perbandingan perkara
yang dapat diselesaikan dengan cara sidang terpadu dengan jumlah
perkara yang ditargetkan diselesaikan dengan cara sidang terpadu selama
tahun 2020. Selama tahun 2020, perkara yang ditargetkan dilaksanakan
dengan cara sidang terpadu sebanyak 20 perkara, realisasi 25 perkara
atau 125%, dengan pelaksanaan sebanyak 2 kali sidang terpadu,
bertempat di Kantor Wali Nagari Sitapus, Kecamatan Sangir Batang Hari
dan SD Negeri 03 Sungai Kalu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.
Sedangkan pada tahun 2019, sidang terpadu yang dilaksanakan yaitu

sebanyak - kali sidang dengan jumlah - perkara.

No Perkara 2018 2019 2020

1 Sidang Terpadu - - 2
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Sidang Terpadu

2020

1. Meningkatkan kinerja SDM melalui transparansi pengelolaan yang obyektif;
Untuk mewujudkan kinerja SDM melalui transparansi pengelolaan yang
efektif, Pengadilan Agama Muara Labuh menetapkan 2 (dua) indikator sebagai
berikut :

- Peningkatan persentase aparatur peradilan yang mengikuti bimbingan
teknis dan non teknis yang diadakan oleh Pengadilan Agama Muara
Labuh

- Persentase pengusulan naik pangkat aparatur pengadilan yang
berdasarkan kinerja dan kompetensi.

a. Pengusulan aparatur peradilan yang mengikuti bimbingan teknis dan non
teknis yang diadakan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh;

Untuk tahun 2020, jumlah total seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
bekerja pada Pengadilan Agama Muara Labuh sebanyak 12 orang, dengan
rincian 4 orang hakim, 3 orang kepaniteraan, 1 orang Panitera Pengganti,
1 orang Jurusitai dan 4 orang kesekretariatan. Sebaran tenaga teknis dan

non teknis tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

O Hakim
B Kepaniteraan
O Kejurusitaan

O Kesekretariatan
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Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Muara Labuh melaksanakan
bimbingan teknis. Rincian ASN yang mengikuti bimbingan teknis selama

tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Hakim 4 0%
Kepaniteraan 3 0%
Jurusita/Jurusita Pengganti 1 0%
Kesekretariatan 4 0%
Jumlah 12 - 0%

b. Persentase pengusulan naik pangkat aparatur pengadilan yang

berdasarkan kinerja dan kompetensi.
Selama tahun 2020, Aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh tidak ada

yang naik pangkat.

2. Meningkatkan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja.

Untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja,

Pengadilan Agama Muara Labuh menetapkan 3 (tiga) indikator :

Persentase realisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan
prima

Persentase penyampaian laporan keuangan dan BMN ke Korwil setelah
rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL

Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

a. Persentase realisasi sarana dan prasarana tahun 2020 yang mendukung

pelayanan prima sebesar 99,77 %, tahun 2019 mencapai 100 % dan pada
tahun 2018, serapan anggaran untuk sarana dan prasarana sebesar

99,71%.
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No Anggaran 2018 2019 2020

1 Persentase
Sarana dan 99,71 % 100% 99,77 %
Prasarana

pelayanan prima

400000000
350000000
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0

O Anggaran

@ Realisasi

2018 2019 2020

b. Persentase penyampaian Laporan Keuangan dan BMN ke Korwil setelah
rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL;
Untuk tahun 2020 penyampaian laporan keuangan ke korwil (Pengadilan
Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama Padang) setelah dilakukan
rekonsiliasi ke KPPN dan KPKNL mencapai 100%, begitu juga pada tahun
2019 dan tahun 2018 penyampaian laporan keuangan dan BMN juga telah
mencapai 100% setelah dilakukan rekonsiliasi ke KPPN dan KPKNL.

No Rekonsiliasi 2018 2019 2020
1 Persentase penyampaian
rekonsiliasi 100% 100% 100%

100

80

60

20 O Penyampain rekonsiliasi

20

2018 2019 2020
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Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja);

Untuk tahun 2020, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi

Kerja (PPK) Pengadilan Agama Muara Labuh berhasil mencapai 100 %

dari yang ditargetkan di awal tahun.

Pada tahun 2020 Aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh mengalami

promosi dan mutasi sebagai berikut :

1 Nurmaisal, S.Ag., MH. Ketua Wakil Ketua Keluar
19741114 199903 2 001 PA Kelas I.B

5 Firdaus, S.HI., MH. Hakim Hakim Keluar
19800406 200704 1 001

3 Asep Nurdiansyah, SH., MH. Hakim Hakim Keluar
19830828 200904 1 005

4 Afkar, SH. Wakil Panitera | Panitera Keluar
19730226 199401 1 001

5 Renol Syaputra, S.HI. Panimud. PP Keluar
19821119 201101 1 008 Permohonan PA Kelas I.B

6 Syamsul Hadji, S.Ag., M.Sy. Wakil Ketua Ketua Masuk
19721231 200112 1 007

7 Haris Luthfi, S.HI., MA. Hakim Wakil Ketua Masuk
19820425 200904 1 004

8 Dra. Hj. Rahmadinur Hakim Hakim Masuk
19581010 199303 2 003

9 Gerhana Putra, SH. Penata Laporan Panitera Masuk
19830611 200904 1 004 Perkara Pengganti

10 Ali Murdani Candra, SH. Jurusita _ Jurusita Masuk
19890905 201503 1 002 Pengganti

3. Meningkatkan pengawasan Kkinerja aparat peradilan baik secara internal

Akibat promosi dan mutasi tersebut Pengadilan Agama Muara Labuh

mengalami kekurangan hakim/pegawai dan sekarang kekosongan jabatan

e Panitera Muda Gugatan.

e Panitera Muda Permohonan.

maupun eksternal.
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Untuk mewujudkan peningkatkan pengawasan kinerja aparat peradilan baik

secara internal maupun eksternal, Pengadilan Agama Muara Labuh

menetapkan 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

- Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang
ditindaklanjuti

- Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator Kkinerja persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti adalah perbandingan pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan selama tahun 2020. Persentase
pengaduan yang ditargetkan 100% pada tahun 2020 ternyata dapat
tercapai 0%. Hal ini berarti bahwa selama tahun 2020 tidak ada
pengaduan masyarakat yang masuk ke Pengadilan Agama Muara Labuh
tentang tingkah laku pegawai yang kurang baik.

Dengan demikian capaian indikator kinerja pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti sebesar Nihil karena tidak ada pengaduan.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang
ditindaklanjuti.
Ukuran capaian indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan
yang ditindaklanjuti adalah perbandingan temuan hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan selama tahun
2020. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
ditargetkan selesai 100% pada tahun 2020 ternyata dapat tercapai 100%.
Hal ini berarti bahwa semua temuan di tahun 2020 dapat ditindaklanjuti
dengan baik.
Pada tahun 2020 temuan hasil pemeriksaan pada Pengadilan Agama

Muara Labuh adalah temuan hasil pemeriksaan Assesor Eksternal
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(Assesor Nasional), HATIWASDA Pengadilan Tinggi Agama Padang dan
HAWASBID Pengadilan Agama Muara Labuh.

Pengadilan Agama Muara Labuh telah mengikuti petunjuk pemeriksa
eksternal dan internal dengan menindaklanjuti temuan baik dibidang

kesekretariatan maupun perkara.

c. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan.
Untuk tahun 2020 tidak terjadi pelanggaran kode etik di wilayah hukum
Pengadilan Agama Muara Labubh.

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target

Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Muara
Labuh tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi
pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dengan target jangka menengah
sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan target
jangka menengah atau tidak.Secara umum, realisasi kinerja tahun 2020 telah
sesuai dengan target jangka menengah yang telah dirumuskan sebelumnya
pada Rencana Strategis 2020-2024. Perbandingan realisasi kinerja ini dapat

dilihat dari matriks berikut :
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MATRIK PERBANDINGAN REALISASI KINER]A TAHUN 2020
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

SASARAN 2020 TARGET
PROGRAM INDIKATOR Target Realisasi | _Persentase 2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatnya Produktifitas penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 o
kepastian hukum yang | bulan 521 pkr 520 pkr 99,6 % 521 pkr 525 pkr 530 pkr 535 pkr 540 pkr
transparan dan Penurunan tunggakan perkara 1 pkr 1 pkr 100 % 1 pkr 1 pkr 1 pkr 1 pkr 1 pkr
akuntabel Perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi,
dan peni)r/1ja3an ke%g)ali pay 9 1 pkr 0 pkr 0% 1 pkr 1 pkr 1 pkr 1 pkr 1 pkr
Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yan
berkekuatan hukum tetap P P P yang 1 pkr 0 pkr 0% 1 pkr 1 pkr 1 pkr 1 pkr 1 pkr
Mewujudkan Pengiriman berkas tabayun melalui tabayun online 15 pkr 15 pkr 100 % 15 pkr 25 pkr 30 pkr 35 pkr 40 pkr
manajemen sistem Pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan PK melalui
informasi berbasiskan | e-dokumen L DR s o | 1 pkr e 1 pkr BT
IT yang terintegrasian | Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan pk
dan menunjang sistem | yang disampaikan secara lengkap L O v 1ol 1 pkr Ly 1 pkr R
peradilan yang
sederhana, akuntabel i ikasi i i i
dan transparan E:ﬂ‘(g'r‘:'a” R SR CEE D TR [ iiEs] 521 pkr | 521 pkr 100 % 521 pkr 525 pkr 530 pkr 535 pkr 540 pkr
Meningkatkan Penyelesaian perkara prodeo 5 pkr 6 pkr 120 % 5 pkr 10 pkr 15 pkr 20 pkr 25 pkr
aksesibilitas Penyelesaian perkara dengan dilaksanakannya sidang diluar @
masyarakat miskin gedung pengadilan 231 pkr 79 pkr 34,19 % 231 pkr 208 pkr 210 pkr 215 pkr 220 pkr
dan terpinggirkan Penyelesaian perkara dengan dilaksanakannya sidang
terhadap peradilan terpadu 20 pkr 25 pkr 125 % 20 pkr 26 pkr 30 pkr 35 pkr 40 pkr
(acces to justice)
Meningkatkan kinerja | Pengusulan aparatur peradilan yang mengikuti bimbingan
SDM melalui teknis dan non teknis yang diadakan oleh Pengadilan 12 org 0org 0% 12 org 15 org 20 org 23 org 26 org
transparansi Tinggi Agama Padang dan Mahkamah Agung
pengelolaan yang Persentase pengusulan naik pangkat aparatur pengadilan
obyektif yang berdasarkan kinerja dan kompetensi 0org 0 org 0% 0 org 2 org 3org 3org 3org
Persentase realisasi sarana dan prasarana yang mendukung n . o ! . . . .
Meningkatkan pelayanan prima 3 unit 3 unit 100 % 3 unit 3 unit 20 unit 23 unit 26 unit
pengelolaan asset, Persentase penyampaian laporan keuangan dan BMN ke %
keuangan dan kinerja Korwil setelah rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL by dkeg S i 4 keg Bl 4 keg ey
Persentase produktifitas kinerja SDM ( SKP dan PPK) 12 org 120rg 100 % 12 org 15 org 20 org 23 org 26 org
Meningkatnya Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100 % 0% 0% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
pengawasan_kmerja. Persent_a_se temuan r_1a5|l pemeriksaan internal dan eksternal 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
aparat peradilan, baik | yang ditindaklanjuti
internal maupun Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

eksternal

peradilan
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MATRIK PERBANDINGAN REALISASI ALOKASI DANA/ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2020
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

SASARAN INDIKATOR 2020 TARGET
PROGRAM Target Realisasi % 2020 2021 2022 2023 2024
1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai. 1.681.823.000 1.679.708.657 99.87 | 1.681.823.000 2.013.453.000 2.470.230.000 2.472.385.000 2.474.115.000
1. Meningkatnya 2. Meningkatnya kualitas SDM pegawai. 922.456.000 911.381.981 98,79 922.456.000 912.264.000 915.000.000 920.000.000 925.000.000
kinerja Pengadilan 3. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Agama Muara profesional
Labuh. 4. Terciptanya keamanan, kenyamanan dan kebersihan 2.604.279.000 2.593.090.638 99,57 | 2.604.279.000 2.925.717.000 3.390.230.000 3.397.385.000 3.404.115.000
2. Meningkatkan 5. Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan penatausahaan
sarana dan pelaksanaan anggaran.
prasarana 1. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang 360.431.000 359.600.000 99,77 360.431.000 37.500.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000
perkantoran kelancaran pelaksanaan tugas. 0 0 0 0 0 3.000.000.000 3.400.000.000 3.750.000.000
2. Meningkatnya pembangunan gedung dan bangunan 360.431.000 359.600.000 99,77 360.431.000 37.500.000 3.600.000.000 4.000.000.000 4.350.000.000
JUMLAH 005.01.401990 2.964.710.000 2.952.690.638 99,59 | 2.964.710.000 2.968.217.000 6.990.230.000 7.397.385.000 7.754.115.000
1. Menciptakan
mobilitas kerja dan
1. Tersedianya informasi dan dokumentasi serta adanya
kualitas pelayanan
Standarisasi biaya perkara.
untuk mencapai
2. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan
target.
8 Informasi yang akurat. 60.500.000 60.500.000 100 60.500.000 57.000.000 60.500.000 60.500.000 60.500.000
2. Mewujudkan
3. Terlaksananya penyelasaian perkara secara cepat,
pelayanan
Sederhana dan biaya ringan
administrasi
4. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara
dan informasi
terpadu.
JUMLAH 005.04.401991 60.500.000 60.500.000 100 60.500.000 57.000.000 60.500.000 60.500.000 60.500.000

LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh | 50




A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar Nasional

Sesuai dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat
Lingkungan, mengatur bahwasanya penyelesaian perkara pada tingkat pertama
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk minutasi perkara. Jika
mengacu kepada SEMA Nomor 2 tahun 2014 tersebut, maka realisai
penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Agama Muara Labuh sudah sesuai

dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Untuk pengiriman berkas Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,
Pengadilan Agama Muara Labuh telah melakukannya sesuai dengan SEMA
Nomor 1 tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan
Permohonan Banding, Kasasi dan PK. Hal ini dapat dilihat dari realisasi berkas

perkasa Kasasi dan PK dinyatakan lengkap mencapai 0%.

Publikasi putusan yang dapat diakses secara on-line oleh masyarakat
sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh dan disesuaikan
dengan SK KMA Nomor [-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan
Informasi di Pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi publikasi putusan 1

hari kerja setelah diputuskan mencapai 100 %.

Pada tahun 2020 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan
Agama Muara Labuh ( Kriteria : Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/
VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan
lembaga peradilan ) .Untuk peningkatan kualitas SDM, diatur dalam Cetak Biru
Pembaharuan Peradilan tahun 2010-2035 yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Agung. Peningkatan kualitas SDM yang pada Pengadilan Agama Muara Labuh

mengacu kepada cetak biru pembaharuan peradilan tersebut.
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A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam merealisasi kan

target yang ingin dicapai pada tahun 2020 tidak terlepas dari beberapa hal

berikut :

I

il.

1il.

iv.

Vi.

Peningkatan sosialisasi visi dan misi Pengadilan Agama Muara Labuh
yang ingin dicapai, sehingga setiap Hakim dan Pegawai memiliki
pemahaman yang sama tentang visi dan misi tersebut.

Pendistribusian kebijakan yang merata sehingga masing-masing hakim
dan pegawai memiliki pemahaman dan informasi yang sama.

Dalam menyusun perencanaan anggaran telah melibatkan seluruh
Hakim dan Pegawai.

Pertimbangan penempatan individu di bidangnya masing-masing
sehingga kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh menjadi lebih
terorganisi dan efisien.

Komitmen bersama untuk terbuka terhadap perkembangan dunia
peradilan dan keterbukaan informasi.

Komitmen untuk mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur

dalam menjalankan kinerja sehari-hari.

Kelemahan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam merealisasikan

target kinerja selama tahun 2020 adalah:

1.

Masih terbatasnya sumber daya (SDM) serta sarana dan prasarana
yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Labuh.

Banyaknya jumlah perkara yang masuk yang tidak diimbangi dengan
jumlah hakim yang ada, sehingga menyebabkan tingginya jumlah

penyelesaian perkara oleh satu majelis hakim.
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Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fasilitas sumber daya yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Labuh
secara umum belum memadai. Dari sisi SDM, masih ada jabatan fungsional yang
belum terisi, yaitu Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan.
Disamping itu juga terdapat jabatan rangkap, yaitu Kasubbag. Perencanaan, TI
dan Pelporan merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran, Panitera merangkap
sebagai Bendahara Penerima, Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana merangkap sebagai Jurusita Pengganti dan Operator Keuangan, serta
Jurusita merangkap sebagai Kasir.

Sarana dan Prasarana pendukung yang masih dirasa sangat terbatas
saat ini adalah kekurangan alat pengolah data dan belum sesuai dengan standar
yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI serta akses internet yang sering
mengalami gangguan.

Dari berbagai kesulitan, diambil kebijakan untuk memaksimalkan
sarana dan prasarana yang ada, selalu berusaha setiap tahunnya untuk
mengajukan peningkatan anggaran agar terpenuhinya sarana dan prasarana

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Analisa Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program
Yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja
Untuk tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh ada tiga program yang

berhubungan dengan kinerja sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung RI.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran di Lingkungan Mahkamah Agung

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
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Ketiga program tersebut telah berhasil dalam meningkatkan kinerja Pengadilan
Agama Muara Labuh, sehingga tidak ada program yang dinilai mengalami

kegagalan.

4. REALISASI ANGGARAN
Dalam capaian keuangan, ada beberapa program yang dituangkan dalam
bentuk DIPA dan dirinci dalam bentuk Rencana Kinerja Anggaran Kementrian
Negara/Lembaga (RKA-KL). Dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 Pengadilan
Agama Muara Labuh, terdapat 3 (tiga) program sebagai berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
Capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan capaiannya

adalah sebagai berikut :

Program Pagu Realisasi Capaian
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas 2.604.279.000 2.593.090.638 99.57 %
Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana 360.431.000 359.600.000 99.77 %
Aparatur Mahkamah
Agung
Program
Peningkatan 60.500.000 60.500.000 100 %
Manajemen
Peradilan Agama

Capaian kinerja penyerapan anggaran untuk DIPA 01 Badan Urusan

Administrasi tahun 2020 adalah sebesar 99.59 % dan untuk DIPA 04 Badan

Peradilan Agama tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Nilai tersebut merupakan
pencapaian yang baik.
Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2020 secara rinci dapat dilihat pada

table berikut ini :
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REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

TAHUN ANGGARAN 2020
DIPA 005.01.401990 : BUA Mahkamah Agung RI
. Anggaran o o Sisa
Akun Uraian Anggaran Semula Setelah Revisi Realisasi % Anggaran
1 2 8 4 5 6 7
511111 | Belanja Gaji Pokok PNS 768.008.000 684.140.000 684.139.900 100 100
511119 | Belanja Pembulan 15.000 10.000 9.516 95,16 484
511121 | Belanja Tunjangan Isteri/Suami 61.498.000 59.031.000 59.023.370 99,99 7.630
511122 | Belanja Tunjangan Anak 21.991.000 21.932.000 21.931.612 100 388
511123 | Belanja Tunjangan Struktural 28.140.000 25.230.000 25.200.000 99,88 30.000
511124 | Belanja Tunjangan Fungsional 813.960.000 678.695.000 678.695.000 100 0
511125 | Belanja Tunjangan PPh Pasal 21 134.791.000 77.177.000 71.117.619 99.92 59.381
511126 | Belanja Tunjangan Beras 44.652.000 39.394.000 39.251.640 99,64 142.360
511129 | Belanja Uang Makan PNS 137.808.000 101.289.000 99.415.000 98,15 1.874.000
511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS 2.590.000 925.000 925.000 100 0
Jumlah 51 2.013.453.000 | 1.681.823.000 | 1.679.708.657 | 99.90 2.114.343
521111 | Belanja Keperluan Perkantoran 435.600.000 437.580.000 437.558.870 99,99 21.130
521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas 3.600.000 3.600.000 3.600.000 100 0
521115 | Belanja Operasional Satker 45.300.000 45.300.000 37.500.000 82.78 7.800.000
521119 | Belanja Operasional Lainnya 11,700.000 14.430.000 14.430.000 100 0
Jumlah 5211 496.200.000 500.910.000 490.788.870 | 97.97 | 10.121.130
521811 | Belanja Barang Persediaan 36.094.000 35.405.000 35.405.000 100 0
521841 | BIj. Persd. Penanganan Covid-19 0 8.000.000 8.000.000 100 0
Jumlah 5218 36.094.000 43.405.000 43.405.000 100 0
522111 | Belanja Langganan Listrik 10.800.000 19.800.000 18.800.441 94.95 99.559
522112 | Belanja Langganan Telepon 7,200.000 600.000 540.840 90.14 59.160
522113 | Belanja Langganan Air 1,200.000 996.000 846.000 84.93 150.000
522141 | Belanja Sewa 28.800.000 30.760.000 30.710.000 99.84 50.000
Jumlah 5221 48.000.000 52.156.000 50.897.281 | 97.58 1.258.719
523111 | Belanja Perawatan 100.540.000 116.740.000 116.548.000 99,83 192.000
Gdg/Bangunan
523121 | Belanja Perawatan 86.830.000 121.140.000 121,138.299 99,99 1.701
Peralatan/Mesin
Jumlah 5231 187.370.000 237.880.000 237.686.299 99,91 130.701
524111 | Belanja Perjalanan Biasa 135.480.000 88.095.000 88.089.700 99.99 5.300
524119 | Belanja Perjalanan Paket Meeting 13.552.000 10.000 0 0 10.000
Jumlah 5241 149.032.000 88.105.000 88.089.700 | 99.98 15.300
Jumlah 1066.994 2.930.149.000 | 2.604.279.000 | 2.593.090.638 | 99.57 | 11.188.362
532111 | Belanja Modal Peralatan-Mesin 360.431.000 353.831.000 353.000.000 99,77 831.000
532119 | Belanja Modal Penanganan Covid 0 6.600.000 6.600.000 100 0
Jumlah 53 360.431.000 360.431.000 359.600.000 | 99,77 831.000
Total 3.290.580.000 | 2.964.710.000 | 2.952.690.638 | 99.59 | 12.019.362
DIPA 005.04.401991 : Ditjen. Badilag Mahkamah Agung RI.
. Anggaran Anggaran L ® Sisa
Akun Uraian Semula Setelah Revisi Realisasi i Anggaran

1 2 B 4 5 6 7

521219 | Belanja Non Oprs Lainnya/Prodeo 1,500.000 1.500.000 1.500.000 100 0

524111 | Belanja Perj. Biasa/Sidang Keliling 59.000.000 59.000.000 59.000.000 100 0

Jumlah 60.500.000 59.000.000 59.000.000 100 0
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Pengadilan Agama Muara
Labuh Tahun 2020 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan
dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan
peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh
Tahun 2020 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang
ditetapkan, target yang belum tercapai akan menjadi bahan perbaikan untuk
tahun 2021.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian
kinerja di Pengadilan Agama Muara Labuh pada Tahun 2020 diuraikan sebagai
berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya.

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem

kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan

bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja Pengadilan Agama

Muara Labuh pada Tahun 2020 adalah :

»  Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun
administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa
sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target

kinerja telah teralisasi.
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»  Pada prinsipnya penyelesaian perkara pada tahun 2020 telah berjalan
dengan baik dan hampir mencapai target, sisa perkara ditahun 2018
dapat teralisasikan seluruhnya di tahun 2020.

»  Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Agama Muara
Labuh tahun 2020 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan
telah mencapai target.

» Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2020 telah berhasil
menindaklanjuti temuan hasil pengawasan internal maupun eksternal.

»  Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan
aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

»  Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas
pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2020 ini telah teralisasi
seluruhnya.

»  Pada akhir tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh telah berhasil

menekan sisa atau tunggakan perkara.

2. Pada tanggal 01 Juni 2018 Aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh telah
menerima Sertifikat Akriditasi Penjaminan Mutu ( APM ) dengan Nomor
058/DjA/SERT-APM/06/2018 Terakriditasi “A” ( Exsellent)

3. Kendala dan hambatan
Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan
kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat
menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala
atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.
Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Agama Muara Labuh
diantaranya :

»  Masih adanya jabatan rangkap, yaitu Kasubbag. Perencanaan, TI dan
Pelaporan merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran, Panitera

merangkap sebagai Bendahara Penerima, Kasubbag. Kepegawaian —
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Ortala merangkap sebagai Operator Keuangan dan Jurusita Pengganti,
dan Jurusita merangkap sebagai Kasir.

» Belum lengkapnya sarana dan prasarana disebabkan keterbatasan
anggaran yang diperoleh Pengadilan Agama Muara Labubh.

»  Ruangan Sidang dan PTSP belum memenuhi standar.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan solusi
untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala
tersebut antara lain :

» Diharapkan penambahan pegawai, terutama Hakim, Panitera Muda
Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti, Pranata
Peradilan, Pranata Komputer, Arsiparis dan Pustakawan.

» Diharapkan kelengkapan sarana dan prasarana untuk tahun anggaran 2021

dapat dialokasikan.
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Menimbang

Mengingat

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor W3-A9/1380/Kp.04.5/X11/2020
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2020

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2020 pada Pengadilan Agama Muara Labuh dipandang perlu menunjuk Tim
Penyusun LKjIP dimaksud;

Bahwa Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran
Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) pada Pengadilan Agama Muara
Labuh;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ...... /SEK/OT.01.2/.../2020 tanggal
... November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Nomor DIPA-005-

01.2.401990/2021 tanggal 23 November 2020 dan Nomor DIPA-005-
04.2.401990/2020 tanggal 23 November 2020;

Memutuskan ...........



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020.

Mengangkat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran
Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2020;

Menunjuk/menugaskan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) untuk melaksanakan tugas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan.

: Muara Labuh
: 22 Desember 2020.
an Agama Muara Labuh,

# /6721231 200112 1 007



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor W3-A9/1380/Kp.04.5/X11/2020, tanggal 22 Desember 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2020
PENGDILAN AGAMA MUARA LABUH

Pangkat/ Jabatan
No Nama/NIP Golongan Jabatan Kedinasan | Kepanitiaan | Ket
Ruang

1 2 3 4 5 6
1 | Dra. Hj. Rahmadinur Pembina Utama .

NIP. 19581010 199303 2 003 Muda ( IV/c) Hakim Ketua
2 | Willia Hesti Sari, SE Penata Kasubbag, Perencanaal, | retaris

NIP. 19850323 201101 2 019 (1n/c) Pelaporan
3 | Rizki Elia, S.HI. Penata Muda .

NIP. 19901118 201712 2 001 (1l/a) Hakim Anggota
4 | Drs. Nurfadhil Penata Tk. | .

NIP. 19660718 199403 1 003 (11/d) Panitera Anggota
5 | Darnialis, S. Ag. Penata Tk. | .

NIP. 19651113 199401 2 001 (11/d ) Sekretaris Anggota
6 | Etma Juita, BA. Penata Muda Tk. | | Panitera Muda A ;

NIP. 19640616 199302 2 001 (/) Hukum hggota
7 | Syafrizal Penata Muda Tk. | Kagirbgi?s-afiegzga%ﬂanv Angaota

NIP. 19650911 199303 1 004 (/b)) ki 99
8 | Hafniati Penata Kasubbag. Umum dan

NIP. 19670815 199203 2 003 (llfc) Keuangan Anggota
9 | Gerhana Putra, SH. Penata Panitera Anadota

NIP. 19830611 200904 1 004 (l1/c) Pengganti g9
10 | Ali Murdani Candra, SH. Penata Muda .

NIP. 19890905 201503 1 002 (111/a) Jurusita Anggota
11 \I\G?srl_vna, SE. - PPNPN Anggota
12 \N(lljllls?sra ) PPNPN Anggota




